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BAB II

PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Definisi Pernikahan

Kata nikah dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari

fiil madhi نكح yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia berarti kawin,

menikah.1

Menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur, Menurut istilah

syarak pula ialah ijab dan qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan

antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang

menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.

Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan, dalam

penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan, Allah Swt menjadikan

manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan

mengharamkan zina.

Adapun nikah menurut syari’at nikah juga berarti akad. Sedangkan

pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Pernikahan adalah

sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat

pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi

dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.2

1 Atabik Ali, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,
1998),1943.
2 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) , 375
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Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis

berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan

perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga

yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang

solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang

sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.3

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-Fiqh ‘Ala Mazhab

al-Arba’ah menyebutkan ada 3 makna nikah:4

1. Menurut bahasa

وَهُوَ الوَطَءُ وَالضَّمَّ 
Artinya: “Bersenggama atau bercampur”.

2. Menurut syar’i

Para ulama berbeda pendapat tentang makna syar’i ini. Pendapat

pertama menyatakan bahwa nikah arti hakekatnya adalah watha’

(bersenggama).

Pendapat kedua menyatakan bawa makna hakekat dari nikah

adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha’.

3. Makna fiqih

3 Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga (Surabayah:Gita Media Press, 2006),
8.
4 Djaman Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: Toha Putra, 1993), 1-3.
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Menurut ahli fiqh nikah berarti akad, nikah yang ditetapkan oleh

syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang

dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.

Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah

sebagai berikut:

a. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah:

عَةِ فَصْدًا النَّكَا حُ بأِنََّهُ عَقْدٌ يفُِيْدُ مِلْكُ الْمتـْ

Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan
dengan sengaja.

b. Golongan asy-syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai:

النَّكَا حُ بأِنََّهُ عَقْدٌ يَـتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْئِ بلَِفْظِ انِْكَاحٍ اوَْ تَـزْوِيْجٍ اوَْمَعْنَا همُاَ 

Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan watha’
dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna
dengan keduanya”.

c. Golongan Hanabilah mendefenisikan nikah sebagai:

رُ مُوْ جِبِ قِيْممَتِهاَ ببِـَيِّنَةِ  ذِ باِدََمِيَّةٍ غَيـْ عَةِ التـَّلَذُّ قَـبْلِهِ غَيرِْ النَّكاَ حُ بأِنََّهُ عَقْدٌ عَلَي مجَُرَّدِ مُتـْ

Nikah adalah suatu akad dengan mempergunakan lafadz-lafadz
nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang
dengan wanita”.5

Pengertian nikah tersebut diatas hanya melihat dari satu segi saja,

yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan,

padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat ataupun

5 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Al-Mad}hahib Al-Arba’ah, Juz IV (Beirut-Libanon:Darul
Kutub Al-Ilmiyah, 1969), 395.
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pengaruhnya seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa

nikah atau zawa>j itu ialah:

Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan

hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan

tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta

pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.6

Sedangkan pengertian nikah menurut istilah, ada beberapa

pandangan dari beberapa ahli, antara lain:

1) Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga

berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria

dan wanita.7

2) Menurut Prof. Dr. H Harun Nasution, yang dimaksud nika menurut

istilah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan

wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.8

3) Taqiyudin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut

yaitu akad yang terkenal yang mengandung kebenaran rukun dan

syarat.9

4) Menurut Muhammad Rifa’i nikah adalah suatu akad yang

menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan

6 Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, Ilmu Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan
Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), 48-49.
7 Moh.Idris Ramulyo., Hukum Perkawinan Islam (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), 3.
8 Harun Nasution, Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992), 741.
9 Taqiyudin AbuBakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasyqi asy-Syafi’I, Kifayatul
Akhyar, Juz 2 (Semarang:PT. Karya Toha Putra, 1978), 36.
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yang bukan mahrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara

keduanya.10

5) Menurut Muhammad Yunus perkawinan adalah akad antara calon

suami dengan calon istri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut

yang diatur oleh syariat.11

B. Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

1. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam undang-undang sudah dijelaskan tentang dasar hukum

terdapat dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah

ikatan lahir batin atara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 2 ayat

(2) UU Perkawinan yang rumusannya : Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu. Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan–peraturan,

pereundang–undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin atara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal, dan Tiap–tiap perkawinan juga harus dicatat

menurut peraturan–peraturan, perundang–undangan yang berlaku di

Negara Indonesia.

10 Muhammad Rifa’i,Ilmu Fiqh Islam Lengkap (Semarang:PT. Karya Toha Putra, 1978), 453.
11 Muhammad Yunus, Perkawinan dalam Islam (Jakarta: Hidyakarya Agung, 1983), 1.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26

2. Syarat-Syarat Pernikahan.

Menurut undang-undang syarat-syarat pernikahan terdiri dari

beberapa faktor seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 yaitu:

a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin
kedua orang tua.

c. Seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin
yang dimaksud yaitu cukup diperoleh dari orang tua yang
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

d. Kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin
diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke
atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan
menyatakan kehendaknya.

e. Ada perbedaan antara izin orang tua, atau salah seorang atau
lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka
Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut
dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar dari
orang-orang tersebut.

Ketentuan diatas berlaku sepanjang hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak

menentukan lain.

Begitu juga dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa “(1)
Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16
(enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1)
pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat
lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak
wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang
atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-
undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut
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ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam
pasal 6 ayat (6).”

Maka dari itu menurut penuli pasal 7 ini menerangkan tentang

batas umur dan dispensasi nikah dimana pihak pria mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam

belas) tahun. Dan jika terjadi penyimpangan dalam ketentuan tersebut

untuk meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat lain yang

diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

3. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri.

Adapun hak dan kewajiban bersama suami dan istri diantaranya

adalah:

a. Suami istri memikul kewajiban bersama

Dalam kehidupan berumah tangga antara pasangan suami dan

istri harus bisa menjaga keutuhan keluarga dan bisa memikul

kewajibannya bersama. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 30

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

             
         

Dan di antara tanda-tanda kekuasaa-nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya
di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang
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demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.12

Untuk hak dan kedudukan suami istri dalam keluarga juga

dijelaskan dalam Pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang No. 1

Tentang Perkawinan Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi Hak dan kedudukan isteri
adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan
rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (2)
Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3)
Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Selanjutnya, pasal 32 yang berbunyi (1) Suami-isteri harus
mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat
kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh
suami-isteri bersama.

Jadi pasal ini menjelaskan tentang betapa pentingnya akan

tempat tinggal dalam suatu keluarga.

b. Saling mencintai antara suami dan istri

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal

33 menjelaskan, “suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu

kepada yang lain”, maksud dalam pasal tersebut yang pada intinya

suami istri harus bisa saling mencintai dan bisa saling menikmati

dalam hubungan seksual antara pasangan suami istri, karena itu sudah

merupakan hak dan kewajiban bersama bagi suami istri.

12 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-qur’an dan Terjemahnya (Bandung:CV Penerbit
Diponegoro, 2005), 406.
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Suami-isteri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli

sebagai pasangan suami-isteri dan memperoleh kesempatan saling

menikmati satu sama lain atas dasar saling mencintai.

C. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Dasar-Dasar Pernikahan

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup

dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberika

suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun

dasar pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah yang terdapat

pada pasal 2 yaitu:

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad

yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah

dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dilanjutkan oleh

Pasal 3 yang mana Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Al-Qur’an, Surat Al A’raaf ayat 189 berbunyi :

           
Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya
Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.13

Sehingga pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga

antar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu

13 Ibid., 175.
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kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling

mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rahmah).

Diperkuat lagi oleh pasal 4 yang berbunyi tentang sahnya

pernikahan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.” Jadi pasal ini menjelaskan bahwa sahnya

pernikahan itu jika dilakukan sesuai menurut hukum islam.

Pencatatan perkawinan merupakan Suatu yang dilakukan oleh

pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Mencatat artinya

memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-

masing suami istri. Seperti yang terdapat dalam pasal 5 KHI yang

berbunyi:

“(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat

(1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur

dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32

Tahun 1954.”

Asas legalitas juga berdasarkan firman Allah dalam surat Al-

Baqarah ayat 282:

                    
              

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
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menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis,…14

Ayat di atas diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan

ekonomi perdagangan pada khususnya yang dilakukan dalam bentuk

hutang-piutang, namun tidak ada hambatan apapun untuk menerapkan

aktifitas administrasi (catat-mencatat) ini dalam berbagai transaksi-

transaksi yang lainnya. Termasuk di dalamnya akad nikah yang

merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hukum perikatan. Ayat ini

juga dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan istinbath berupa

qias yang mana ayat ini menekankan perlunya menulis utang walaupun

hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. bertujuan

untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 dalam KHI, setiap

perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

2. Rukun dan Syarat Pernikanan

Rukun dan syarat pernikanan telah dijelaskan dengan jelas dalam

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang berbunyi: “Untuk

melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c.

Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.”

14 Ibid., 48.
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Menurut syariat Agama Islam, setiap perbuatan hukum harus

memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok

(tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur

pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka suatu perbuatan

dianggap tidak syah menurut hukum, demikian pula untuk syahnya suatu

pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat.

a. Rukun Nikah.

1) Calon mempelai pri

2) Calon mempelai wanita

3) Wali

4) Dua orang saksi (laki-laki)

5) Ijab (dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan

Qabul (dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya)

Kemudian dari kelima rukun kawin tersebut, terdapat beberapa syarat

yang harus terpenuhi supaya pelaksanaan perkawinan itu sah. Jadi, jika

syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinan menjadi sah dan dari sanalah

timbul kewajiban dan hak-hak perkawinan.15

b. Syarat Nikah

Menurut syariat Islam syarat nikah sebagai berikut :

1) Syarat calon pengantin pria sebagai berikut :

a) Beragama Islam

15 Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah (Libanon: Da>r al-Fikr, 1992), 48.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33

b) Terang prianya (bukan banci)

c) Tidak dipaksa

d) Tidak sedang beristri 4 (empat) orang

e) Bukan mahrom calon isteri

f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon

isterinya

g) Mengetahui calon isterinya bukan perempuan yang haram

dinikahinya

h) Tidak dalam ihram haji atau umroh

2) Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut:

a) Beragama Islam

b) Terang wanitnya (bukan banci)

c) Telah member izin pada wali untuk menikahkanya

d) Tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah

e) Bukan mahrom bakal suami

f) Belum pernah di li’an (sumpah li’an) oleh bakal suami

g) Terang orangnya

h) Tidak dalam ihram haji atau umroh

3) Syarat wali nikah sebagai berikut

a) Beragama Islam

b) Baligh

c) Berakal

d) Tidak dipaksa
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e) Terang lelakinya

f) Adil (bukan fasiq)

g) Tidak sedang ihram haji atau umroh

h) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh

pemerintah (mahjur bissafah)

i) Tidak rusak fikiranya karena tua atau sebagainya

4) Syarat saksi nikah :

a) Beragama Islam

b) Laki-laki

c) Baligh

d) Berakal

e) Adil

f) Mendengar

g) Tidak tuli

h) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)

i) Tidak pelupa (mughoffal)

j) Menjaga harga diri ( menjaga muru’ah)

k) Mengerti ijab dan qabul

l) Tidak merangkap menjadi wali nikah

5) Ijab dan Qabul

Suatu perlambang yang diutarakan dengan kata-kata oleh kedua

belah pihak untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan

bersuami istri yang mengadakan aqad. Adapun Ijab, maka para
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ulama sepakat boleh dengan mengunakan kata-kata nikah dan

tazwij, atau pecahan dari ke dua kata tersebut, seperti

Zawwajtuka, ankahtuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan

kawin.16

c. Mahar

Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai

laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si isrti.17

Dalam pasal 30 kompilasi hukum islam menjelaskan, “calon mempelai

pria wajib membayar mahar kepada kepada calon mempelai wanita

yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”

dijelaskan juga dalam 31, “penentuan mahar berdasarkan atas

kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam” dan

pasal 32 menjelaskan, “mahar diberikan langsung kepada calon

mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an Surat An-

Nisa’ ayat 4:

                    
Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu
nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.18

Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau

kurang, seperti penjelasan pasal 38 KHI pasal (1) tetapi calon

16 Ibid., 51.
17 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, Jilid II (Jakarta:Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), 109.
18Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-qur’an dan Terjemahnya..., 77.
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mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan

maha dianggap lunas dan ayat (2) yang berbunyi “Apabila isteri

menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus

menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama

Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum

dibayar.”

Apabila seorang laki-laki memberikan mas kawin kepada

istrinya, seorang budak yang tertentu. Lalu istri mendapi pada

budak tersebut, cacat kecil atau cacat besar, yang dikembalikan dari

yang sepertinya itu, seperti jual beli. Maka boleh bagi istri

mengembalikannya dengan cacat tersebut19

3. Beristeri Lebih Satu Orang

Kewajiban seorang suami yag beristri lebih dari satu orang

diatur dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai

berikut:

a) suami yang beristri lebih dari seorang, berkewajiban
memebari tempat tinggal dan biaya hidup masing-masing
istri secara berimbang, menurut besar kecilnya pendapatan
suami.

b) suami yang mempunyai istri lebih dari seorang,
berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup
kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar
kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri,
kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

c) dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat
menempatkan para istrinya dalam satu kediaman.

19 Imam Asy-Syafi’i, Al-Umm, Ismail Yakub cet-1 (Jakarta: CV. Faizan, 1983), 342.
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Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban

suami kepada istri-istrinya adalah seimbang, sepadan, dan selaras yang

di dalam bahasa Al-qur’an adalah adil, hal ini bersumber dari firman

Allah An-Nisa’ ayat 3 sebagai berikut:

                
             

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat Berlaku adil (Berlaku adil ialah perlakuan yang
adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan
lain-lain yang bersifat lahiriyah.) Maka kawinilah seorang
saja(Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat
tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah
pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.
ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.) atau
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-Nisa’; 3).20

4. Hak dan kewajiban suami istri

Di dalam kompilasi hukum islam yang menjelaskan tentang

masalah hak dan kewajiban suami istri, terdapat pada bab XII yang

terdiri dari pasal 77-pasal 84. Dalam pengaturan ketentuan hak dan

kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum islam lebih sistematis,

dibanding dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat

dimaklumi, karena kompilasi hukum islam dirumuskan belakangan

setelah 17 tahun sejak Undang-undang perkawinan dikeluarkan. Dalam

20 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya…, 77.
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Undang-undang perkawinan pengaturan hak dan kewajiban suami istri

lebih bersifat umum.

Di bawah ini akan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang lebih

rinci dari Kompilasi Hukum Islam.

a. Hak-hak istri.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri diantaranya

adalah

1) Istri berhak mendapatkan perlindungan.

Dalam pasal 80 ayat (1) kompilasi hukum islam,

menjelaskan “suami adalah pembimbing, terhadap istri dan

rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga

yang terpenting diputuskan bersama oleh suami istri”. Dan ayat

(2) menjelaskan “Suami wajib melindungi isterinya dan

memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

dengan kemampuanya”.

Dari penjelasan pasal tersebut bisa diambil kesimpulan

bahwasannya istri berhak mendapatkan perlindungan dari suami,

karena seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita,

karena seorang wanita sifatnya lemah dan harus dilindungi.

Sebagaimana firman allah SWT, dalam al-Qur’an surat

An-Nisa’ ayat 34:
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka
(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka.Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat
kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak
ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka).Wanita-wanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya (istri yang tidak taat), maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,
dan pukullah mereka.Kemudian jika mereka mentaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya.21

2) Istri Berhak Mendapatkan Nafkah.

Dalam pasal 80 ayat (4) menjelaskan, “sesuai dengan

penghasilannya suami menanggung:

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi istri dan anak;
c) Biaya pendidikan bagi anak;

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, bahwasannya istri

berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan kewajiban suami

memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam al-Qur’an surat At-

Talaq ayat 7:

 ۡ ِ ُ ٖ ذُوِ َ َِ ّ َ ِ ِ َ
Hendaklah orang (suami)  yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya.22

21Ibid., 84.
22 Ibid., 559.
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Nafkah dalam sebuah  rumah tangga merupakan hal yang

sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera,

sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas

nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah sesuai

kemampuan suami.23

3) Istri Berhak Belajar dan Mendapatkan Pendidikan dari Suami.

Dalam pasal 80 ayat (3) menjelaskan suami wajib

memeberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat

bagi agama, nusa dan bangsa.

Maksud dalam pasal tersebut bahwasannya suami wajib

memberikan pendidikan kepada itrinya dan memberi kesempatan

belajar pengetahuan yang bermanfaat,dalam hal ini sudah

merupakan kewajiban suami dan hak istri yang harus dipenuhi

oleh suami.

4) Istri berhak mendapatakan tempat tinggal.

Dalam pasal 81 ayat (1) sampai (4), ayat (1) menjelaskan

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-

anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah. Ayat (2)

menjelaskan Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak

untuk isteri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau

iddah wafat. Ayat (3) menjelaskan “Tempat kediaman disediakan

23Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet-64 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.
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untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak

lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta

kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah-

tangga”. Ayat (4) menjelaskan “Suami wajib melengkapi tempat

kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan

dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat

perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.

Maksud dari pasal tersebut yang pada intinya, suami

berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal untuk dan

melengkapi alat perlengkapan rumah tangga istrinya sesuai

dengan kemampuannya.

Sebagaimana firman allah SWT, dalam al-Qur’an surat

A-Thalaq ayat 6:

      
Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuannm.24

b. Hak suami.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami diantaranya

adalah:

1) Suami Berhak Ditaati Oleh Istri.

24 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-qur’an dan Terjemahnya…, 559.
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Dalam pasal 83 ayat (1) menjelaskan, kewajiban utama

bagi  seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di

dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami berhak

ditaati oleh istri dan istri harus taat kepada suaminya karena itu

sudah merupakan kewajibannya yang harus taat kepada kepada

suami.

Sebagaimana firman allah SWT, dalam al-Qur’an surat

An-Nisa’ ayat 34:

          
              

Sebab itu maka wanita sholihah, ialah yang ta’at kepada
allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan
suaminya oleh karena allah telah memelihara (mereka).25

2) Suami Berhak Menyuruh Istrinya Dalam Urusan Rumah Tangga

Dalam pasal 83 ayat (2) menjelaskan “istri

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik-baiknya”. Maksud penjelasan dari pasal

tersebut, dalam urusan rumah tangga istri yang mengatur dengan

sebaik-baiknya, karena itu sudah merupakan kewajiban bagi istri

dan suami berhak menyuruh kepada istrinya untuk

menyelenggarakan urusan rumah tangga.

25 Ibid., 84.
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c. Hak dan Kewajiban bersama Suami Istri.

Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri diantaranya

adalah:

1) Suami Istri Memikul Kewajiban Bersama.

Dalam pasal 77 ayat (1) menjelaskan, “suami istri

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dan

susunan masyarakat.

Maksud dari pejelasan pasal tersebut suami istri harus

memikul kewajiban bersama untuk menjadikan dan mewujudakn

keluarga yang sakinah mawadah wa rahamah.

2) Saling Mencintai.

Dalam pasal 77 ayat (2) menjelaskan, “suami istri wajib

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memeberi

bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri harus

bisa saling memberi nafkah lahir dan batin suami harus bisa

memenuhi kebutuhan istri dan istri juga bisa memenuhi

kebutuhan suami.

Sebagaimana Firman allah SWT dalam Al-Qur’an Surat

Al-Baqarah ayat 187:
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Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu dan kamupun
adalah pakaian bagi mereka.26

3) Memelihara Dan Mengasuh Anak.

Dalam pasal 77 ayat (3) menjelaskan, “suami istri

memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun

kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri

mempunyai hak dan kewajiban bersama atas pemeliharan,

mengasuh, dan mendidika anak-anaknya.

Sebagaimana firman allah SWT, dalam al-Qur’an surat

At-Tahrim ayat 6:

                    
           

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahanbakarnya adalah manusia
dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,  keras, tidak
mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-
Nyakepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan”.27

Dan dijelaskan juga dalam firman allah SWT, dalam al-

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233:

26Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya…, 48.
27 Ibid., 560.
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah
karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.28

4) Saling Memelihara Kehormatannya.

Dalam pasal 77 ayat (4) menjelaskan, “suami istri wajib

memelihara kehormatannya” dan dijelaskan juga pada ayat (5)

menjelaskan “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya

masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

agama”.

28 Ibid., 38.
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Maksud dari pasal tersebut suami istri harus bisa saling

menjaga kehormatannya, yaitu suami harus bisa menjaga

kehormatannya sebagai seorang suami, dan istri harus bisa

menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, dan bila suami

telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan

seorang istri melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri,

maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Agama.

5) Tempat Tinggal Bersama.

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya tempat tinggal

atau rumah itu merupakan kebutuhan yang wajib kita dahulukan,

agar bisa hidup bersama antara suami istri dan anak, dan tidak

ada campur tangan orang lain dalam kehidupan berumah tangga,

agar keluarga bisa merasa tenang dan nyaman.

Dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) menjlaskan, ayat (1)

“Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan

ayat (2) menjelaskan, “Rumah kediaman yang dimaksud dalam

ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama”.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut suami istri harus

mempunyai rumah atau kediaman yang layak dan tetap, dan yang

menuntukan rumah atau kediaman itu ditentukan oleh suami

istri.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47

D. Macam-Macam Pernikahan

1. Nikah syighar

Yang dimaksud dengan nikah syigar yaitu seorang wali

mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-

laki tadi menikahkan putrinya kepada laki-laki tersebut dengan adanya

mahar.29 Al-syighar adalah istilah Arab yang berarti mempunyai seekor

anjing sewaktu ia lewat melintas. Inilah sebabnya mengapa kata yang

sama dikenalkan pada bentuk pernikahan yang tidak diinginkan ini karena

ada persamaan dengan menjemput seorang wanita tanpa membayar

maskawin (mahar) pada waktu menikah.30

2. Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah adalah ikatan tali pernikahan antara seorang laki-

laki dan wanita, dngan mahar yang telah disepakati, disebut dalam akad

sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, nikah mut’ah merupakan

pernikahan yang bersifat sementara atau pernikahan yang mempunyai

jangka waktu, seperti kawin satu hari, satu minggu, satu bulan dan

seterusnya. Nikah seperti ini tidak memerlukan wali dan saksi, dan wanita

dapat menikahkan dirinya sendiri dengan pria calon suaminya.31

29 Sayyid sabiqq, Fiqh Sunnah…, 76.
30 Abdurrahman I. Doi, Pernikahan Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT Rineka  Cipta, 1992), 6.
31 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, cet-1 (Yogyakarta: UII Pres Indonesia, 2003), 52.
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3. Nikah Misyar

Perkawinan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius

dalam beberapa negara Islam pada masa sekarang ini, disebabkan oleh

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul perkawinan

ini telah ada pada masa terdahulu yang sering disebut sebagai pernikahan

misyar.

Pernikahan misyar adalah pengaruh dari semakin cepatnya

gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia. Pada

hakekatnya pernikahan misyar dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan

akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja sang istri

harus mengalah dari beberapa haknya, seperti mendapatkan tempat

tinggal (tempat yang disiapkan oleh suaminya) dan dari hak nafkah, yaitu

pembagian yang adil antara istri yang satu dengan yang lainnya. Seorang

istri yang dinikah misyar harus rela tinggal dengan orang tua bersama

keluarganya, jika sang suami tidak mengadakan perjalanan ke daerah

tempat istri berada, yang semestinya sang suami harus mendatanginya

satu hari dalam seminggu atau beberapa hari dalam sebulan.

Nikah misyar bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi

merupakan fenomena yang sudah dikenal kalangan masyarakat sejak dulu,

melainkan fenomena yang sudah lama dikenal dikalangan masyarakat

Timur Tengah. Hal itu terbukti dengan adanya cerita pengalaman yang

disampaikan Yusuf al-Qardawi di waktu kecilnya, dimana iya mempunyai
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tetangga wanita beranak dua yang ditinggal mati oleh suaminya, padahal

dia tidak terlalu tua. Setelah beberapa tahun menjadi janda, ia kawin lagi

dengan seorang laki-laki dari desa sebelah. Karena dia mempunyairumah

dan anak, maka laki-laki tersebut yang selalu datang kerumahnya setiap

minggu satu atau dua hari (rumah yang ia tempati adalah rumah suami

pertama). Laki-laki ini (suami kedua) tidak memberikan apapun kepada

istrinya (istri kedua), baik nafkah maupun tempat tinggal.32

Pernikhan misyar terjadi karena realita dan keterjepitan kondisi

pada sebagian kelompok masyarakat, seperti Saudi Arabia yang

mengeluarkan fatwa membolehkan pernikahan ini, berbeda dengan

pernikahan temporal lainnya, pernikahan misyar adalah pernikahan yang

sah, mencukupi rukun akad yang disyariatkan oleh Islam, seperti: ijab,

qabul, saksi dan wali, hanya saja laki-laki mensyaratkan kepada

perempuan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menuntut hak-

haknya yang berhubungan dengan tanggungan laki-laki sebagai

suaminya.33

Contoh persyaratan-persyaratan yang dinyatakan dan diterima

oleh istri adalah suami boleh melakukan pernikahan dengan perempuan

lain tanpa sepengetahuan istri, sementara dia tidak menthalaq istrinya dan

suami tidak tertuntut untuk memberikan nafkah, atau menyediakan

tempat tinggal yang layak baginya, sementara istri berdiam di rumah

32 Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi, (Surabaya: Khalista, 2010), 110-111.
33 Ibid.,112.
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orang tuanya, perkawinan ini dilaksanakan di rumah orang tuanya yang

menyepakati hal tersebut, pada saat sang suami berkunjung ke daerah

atau kota tempat tinggal istri, sang suami mempunyai hak untuk berdiam

bersamanya dan berinteraksi sebagaimana layaknya suami istri selama

tinggal di daerah tersebut. Pada posisi ini perempuan, yang nota bene

adalah seorang istri tidak berhak mensyaratkan kepada suami untuk

tinggal lebih dari waktu yang diinginkannya, atau meminta hak-hak

seperti istri lain.


